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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2011

PENYELENGGARAAN ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN
DAN RETRIBUST PENGGANTTAN BIAYA CETAK KARTY
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT BANYUASIN,
Menimbang: a. bahwq untuk melaksanakan ketentuan Pasql
20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahyn 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, periu pengaturan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribysi Daerah huryf ¢ ayat (1) Pasal 110
tentang Retribysi Penggantian Biaya Cetqk
Kartu Tandq Penduduk dan Aktq Catatan
Sipil bahwa Retribys; dimaksud termasuk
Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimang dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, periu Mmenetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Retribysi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Aktaq
Catatan Sipi).

Menimbang ...
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Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) fJndang-Umiasn.g Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 X |
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ten ;\i E

Perkawinan (Lembaran Negara  Republi

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
019).

3. 3ndalg-Undang Nomor 9 Tahun 1992 fen*;?i
Keimigrasian (Lembaran Negara Rep:h i
Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, .Tamb an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

74).

4. 3:dar)19-Undang Nomor 15 Tahun 1997 fenfg;!i
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2).

5. ?J?\Zar)\g-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tem‘ani
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negc5u'6
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor blik'7
Tambahan Lembaran  Negara  Repu

onesia Nomor 3882);

6. f)r::iang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mt:ﬁ;’;
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Regt;h g
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TmnNom'or
Lembaran Negara Republik Indonesia

3886):;
7. Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2002 tentang

: o
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Prové?isk‘
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rezuahdﬂ
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, TamNomOf
Lembaran Negara Republik Indonesia ]

4aly 8. Undang-Und
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negarq
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

10. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daergh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  4437)
sebagaimana ydng telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang  Perimbangan Keuangan  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

(Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang -
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

i 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674),

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994
tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3563);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 '

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4736): '

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

18. Peraturan®

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH

R ——,
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18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang  Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Berbasis Nomor Induk K
vsiisan] ependudukan secara

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

TENTA
PENYELENGGARAAN ADMINISTRAZ?

KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI

PPENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
ENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perat ini i ’
il eraturan Daerah ini, yang dimaksud

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur
Pemerintahan Daerah;

penyelenggara

3. Pemerintahan...
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3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dc{n
prinsip Negara Kesafuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Banyuasin;

5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalach DPRD

Kabupaten Banyuasin;

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada!a}‘\
Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil
Kabupaten Banyuasin;

7.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Banyuasin;

8. Instansi Pelaksana adaleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan
dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri. Sipil
yang diberi tugas dan tanggung JOde
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
dalam Kabupaten Banyuasin;

10. Kecamatan«
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10.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten
Banyuasin;

11. Kementerian Agama dalam hal ini disebut Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam
Kabupaten Banyuasin;

12.Desa atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan
dalam Kabupaten Banyuasin;

13.Penduduk adaleh Warga Negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Banyuasin;

14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan Undang-Undang
sebagai Warga Negara Indonesia;

15.0rang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia;

16.0rang Asing Tinggal Terbatas adalah orang
asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas
di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah
mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi
yang berwenang;

17.0rang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing
yang berada dalam wilayah Republik Indonesia
dan telah mendapat izin tinggal tetap dari
Instansi yang berwenang;

18.Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara
adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat

tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal
tetapnya;

19. Administrasi...
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20.

22.

23.
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19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian

kegiatan Penataan dan Penertiban dalam
Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor
lain;

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi
yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai
alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Data Kependudukan adalah data perseorangan
dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai
hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan
Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan
Peristiwa  Kependudukan dan  Pendataan
Penduduk tentang Administrasi Kependudukan
serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa
Identitas, Kartu Keluarga Kependudukan;

Pendaftaran Perpindahan Penduduk  Antar
Negara adalah pencatatan dan
pemberian/perubahan Dokumen Penduduk bagi
orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan
WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-
turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesudi
dengan ketentuan Perundang-undangan;

24. pindah+
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24. Pindah Datang Penduduk ad
femp?af tinggal  untuk
perpindahan dari tempat yan
yang bary;

alah perubahan lokasi
menetap  karenq
9 lama ke tempat

25. Keluarga gc{alah unit terkecil dalam masyarakat
Yang terdiri atas suami, istri dan anaknya, atay
:yah c'ian anaknya atau ibu dan ancknya dan

rang lain yang menjadi t j
kel J anggung jawab kepala

26. Kepala Keluarga adalah :

a. 'Qrmg yang bertempat tinggal dengan orang
:cljn kbank mempunyai hubungan dargh maupun
ldax, yang bertangqu j
kel 99ung  jawab terhadap
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri
atau ; l

¢. Kepala k.esaf.rian, asrama, rumah yatim piaty
dan  lain-lain  dimang beberapa  orang
bertempat tinggal bersama-sama.

27. l/(\n_q'go'm Keluarga adalah orang yang menjalani
ehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam
:za’ru b:ngunan dengan kepala keluarga karena
. : ’
'qi::;'a: ubungan darah, perkawinan atau ikatan
28. Karty Keluarga selan Jutnya disingkat dengan KK
adalah karty identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, sertq karakteristik anggota keluarga;

29. Kartu.,..
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29. Kartu Tanda Penduduk yang .s.elqnj::yc:
. disingkat KTP adalah  bukti dsr.'n se 'geh
e penduduk yang diterbitkan o

legitima®! berlaku diseluruh

Pemerintah Kabupaten yang De€ °ld
weiloych Negara Kesatuan Republik Indonesia;

30. Tempat Perekaman Data Kepe,ndud\{lfan yang
. selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas y:ng
dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Des:m: au
Kelurahan  untuk melaku.kan peru ’ :Snl'
pengolahan  dan pemutakhiran data "
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S:Srn
untuk menerbitkan Dokumen Penduduk serta
penyajian informasi kependudukan;

31. Biodata penduduk adalah kefer@gqn yang Zz;;s;

. elemen data tentang jati diri, informasi o3

serfa riwayat perkembangan dan pef'uk o
keadaan yang dialami oleh penduduk seja

kelahiran;

tu
32. Data Pribadi adalah data perseo.lfangan ‘r;:rnznm
'ycng disimpan, dirawat, dan dijaga ke
serta dilindungi kerahasiaannya:

disingkat NIK adalah Nomor Identitas
yang bersifat unik atau khas
melekat pada seseorang yang ter
Penduduk Indonesia;

34, Peristiwd

selanjutnyad ;-
33. Nomor Induk Kependudukan yang -y

tunggal dat
daftar sebaga!
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34. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang
dialami penduduk yang harus dilaporkan karena
membawa akibat terhadap penerbitan atay
Perubahan Kartu Keluarga, Karty Tanda
Penduduk  dan/atau  surat keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap;

35. Peristiwa Penting  kejadian yang dialami
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir
mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
perubahan nama dan perubahan  status
kewarganegaraan;

36. Surat  Keterangan Tempat  Tinggal yang
selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat
Keterangan  Kependudukan yang diberikan
kepada orang asing pemegang izin tinggal
terbatas;

37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
selanjutnya disingkat dengan STAK, adalah
Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan ditingkat penyelenggara dan
Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan; '

38. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh
Menteri kepada petugas yang ada pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk
dapat mengakses database kependudukan sesuai
dengan izin yang diberikan;

39. Database...
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39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik,
terstruktur dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras
dan jaringan komunikasi data;

40. Transmigrasi adalah Perpindahan Penduduk
secara suka rela untuk  meningkatkan
kesejahteraan dan menetap di  wilayah
pengembangan  transmigrasi  dan  lokasi
transmigrasi;

41. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa
Keperdataan Penting yang dialami oleh
seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,
perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan
Pengakuan dan Pengesahan anak, Perubahan
Nama, Perubahan Kewarganegaraan pada
Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang
mengelolah Pendataan Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

42. Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara Hukum
dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir
diluar TIkatan Perkawinan yang sah atas

persetujuan Ibu Kandung Anak tersebut;

43. Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status
Hukum seorang Anak yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang
suami istri;

44 Penduduk .

‘—
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44. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
:dIalah penduduk yang mengalami  hambatan
alam memperoleh Dokumen Kependudukan yang

45. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse

dan Petugas Intelij
' Jen yang melakukan t
khusus diluar daerah domisilinya; pei

46. Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat

yang mengetahui dan m . -Jat
kelahiran. enyaksikan peristiwa

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

'DAN PENCATATAN SIPIL
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 2

(1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan
pada Insfaftsi Pelaksana didasarkan domisili atau
tempat tinggal atas terjadinya peristiwa
kependudukan yang dialami

oleh seseo
dan/atay keluarganya. ==

(2)Pelaksanaan Pencatatan sipil dilakukan pada
Instansi yang didasarkan pada peristiwa yaity
tempat dan wakty terjadinya peristiwa penting
yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

(3) Ketentuan...
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

dan tata cara Pendaftaran penduduk dan
Pelaksanaan pencatatan sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

(1) Setiap penduduk mempunyai hak
memperoleh dokumen kependudukan serta
memperoleh pelayanan yang sama, Perlindungan
atas data pribadi, dan kepastian hukum atas
kepemilikan dokumen yang dimiliki.

(2) Setiap penduduk berhak mendapat informasi
mengenai hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil atas peristiwa penting yang
dialami dirinya dan/atau keluarganya.

untuk

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal B¢
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Pasal 5

Warga Negara Indonesi

; @ yang berada di |
nv:ll;xyah Negara'Kesafuan Republik Indonesiq watlj?t:
’ e a_porkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penﬂng yang .dialaminya kepada Instansi Pelaksana
P:nca:‘g;rqn :npil negara setempat dan/atay kepada

rwakilan Republik Indonesia den

. gan memenuhi

persyaratan yang diperlukan dalam Ptandorf‘h:xrt',cml

Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB 1V
KEWAJIBAN pAN KEWENANGAN
INSTANST PELAKSANA
Bagian Kesaty
Kewajiban Instansi Pelaksana
Pasal 6

Yang meliputi :

a. Mendaftar Peristiw
a Kependud
mencatat Peristiwq Penﬁng? i

b. Membgrikan pelayanan Yang sama dan
profesional kepada setiap  penduduk atas

pelaporan  Peristiwq K
Peristiwa Penting; i

€. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;

d. Mendokumenfa.sik
an  hasil  Pendaft
Penduduk dan Pencatatan Sipil; e

e. Menjamin...
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e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan' dc.J‘ra
atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting; dan

f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan
informasi yang disampaikan oleh Penduduk
dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada aya.t (1)
huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan
rujuk bagi penduduk yang beragama Islam padc?
tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai
pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan.

(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan
Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya
belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau
bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan Instansi Pelaksana
Pasal 7

(1) Instansi  Pelaksana  melaksanakan  urusan
Administrasi Kependudukan dengan kewenangan
meliputi:

a. Memperoleh keterangan dan data yang benar
tentang  Peristiwa  Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

b. Memperoleh
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b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Pen
yang dialami Penduduk atqs
atau penetapan pengadilan:

¢.  Memberikan keterangan atas laporan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan,
dan pembuktian kepada lembaga peradilan;

ting
dasar putysan

d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi
hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil untuk kepentingan pembangunan,

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan, khususnya
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk
bagi Penduduk yang beragama Islam,

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan
melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan
pembuktian pencatatan atas nama Jabatannya,
Mmencatat data dalam register akta pencatatan
sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil,

dan membuat catatan pPinggir pada akta-akta
Pencatatan Sipil,

Pasal 9

(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atay

lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Petugas ...
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(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan.

BAB V
PENCATATAN BIODATA PENDUDUK DAN
PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 10

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib
melapor kepada Instansi Pelaksana  melalui
Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan
biodatanya.

(2) Penduduk WNI yang baru datang dari luar
negeri karena pindah, dan bagi WNA yang telah
memiliki dokumen keimigrasian berupa Kartu
Izin tinggal terbatas dan Kartu Izin Tinggal
Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
untuk dicatat biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai
dasar penerbitan KK, KTP dan pemutakhiran
database kependudukan.

Pasal 11 .
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Pasal 11
Bagian Kedua
Izin Tinggal WNA

(1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang
memperoleh izin tinggal terbatas wajib melapor
ke Instansi Pelaksana untuk memperoleh Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

(2) Masa berlaku SKTT sesuai dengan masa berlaky
izin tempat tinggal yang dimiliki.

(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) hanya
berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara mendapatkan SKTT diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Per'ubahan Alamat
Pasal 12

(1) Dalam hal perubahan alamat penduduk, Instansi
Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan
perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara penerbitan perubahan dokumen
Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian . .
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Bagian Keempat
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 13
(1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.

(2) Nik sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku
seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh
pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana kepada setiap penduduk setelah
dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana ayat (1) dicantumkan dalam
setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan
dasar pembuatan paspor, surat izin mengemudi,
nomor pokok wajib pajak, polis asuransi,
sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan
dokumen identitas lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
tata cara penerbitan dokumen identitas lainnya,
serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kelima
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Pasal 14
(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

(2)Setiap Kepala Keluarga hanya boleh memiliki 1
(satu) KK.

(3) Dalam KK tercantum data Kepala Keluarga dan
Anggota Keluarga.

(1) Setiap
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(4) Setiap ter jadi perubahan dalam susunan KK
Kepala Keluarga atau anggota wajib melaporkan'
perubahan  dimaksud  sertq melakuk
penggantian KK yang bary, .

(5) Kgr‘ru Keluarga  (KK) diterbitkan
ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaks

dengan menggunakan tanda
tan
stempel basah. S

dan
ana
dan

(6) Wargq .Ne'gam Asing (WNA) yang memiliki
kartu izin tinggal tetap dapat memperoleh KK.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
tata cara  penerbitan KK diatur dengan'
Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Paragraf 1
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pasal 15

(1) Setiap penduduk hanya dibolehkan memiliki 1
(satu) KTP.

(2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh
belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas)
tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin
wajib memiliki KTP, I

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan dan
ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana

dengan menggunakan scanner dengan stempel
basah.

(4) Kartu..,




(4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 5 (lima)
tahun dan wajib diperpanjang selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum
berakhir masa berlakunya.

(5) Penduduk Warga Negara Indonesia yang
berumur 60 (enam puluh) tahun keatas akan
diberikan KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 16

(1) Penerbitan KTP dilaksanakan melalui proses dari
RT, RW, Lurah dan Camat.

(2) Penerbitan KTP karena kerusakan atau hilang
sebelum berakhir masa berlakunya diproses
melalui RT, RW, Lurah dan langsung ke Tempat
Perekaman Data (TPD) di Kecamatan.

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan tidak
berlaku lagi apabila berakhir masa berlakunya
yang bersangkutan telah mengalami perubahan
tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan
telah mendapatkan surat pindah.

(4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) memuat pas foto
berwarna dari penduduk yang bersangkutan
dengan ketentuan :

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar
belakang pas fhoto berwarna merah;

b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar
belakang pas fhoto berwarna biru;

¢.Pas  fhoto berukuran 2x3
ketentuan 70% tampak w,
menggunakan jilbab.

¢m  dengan
ajah dan dapat

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

tata cara penerb,fan K .
TP d
Peraturan Bupati,  dlatur dengan

Pasal 17

(1) TS-e'riap VYNA yang memperoleh Izin Tinggal
etap wajib melapor ke Instansi Pelaksana untuk
memperoleh KK dan KTP.
(2) Masa berlaky KTP WNA sesuai dengan masa
berlaku Izin Tinggal Tetap yang dimiliki.

3) WN/.i'y.a.ng' mengikuti status orang tuanya yang
menmiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 (tujuh
belas) tahun wajib memiliki KTP.

(4) KTP WNA dapat diperpanjang apabila Kartu Izin
ﬂ‘nggal tetap  telah diperbaharui  atay
diperpanjang oleh Kantor Imigrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara mendapatkan KTP WNA diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
KTP Khusus
Pasal 18

(1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan
pengembalian serta mencabut KTP khusus
direkam dan disimpan dalam daftar registrasi
khusus dalam Kabupaten.

(2) Data...
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(2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana
dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan.
dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi
Pelaksana.

(3) Mencabut KTP khusus bagi petugas rahasia
khusus yang sudah berakhir masa berlakunya
wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk
Khusus kepada Instansi Pelaksana.

BAB VI
PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pindah Datang Antar Negara
Pasal 19

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah
ke luar negeri wajib melaporkan rencana
kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan
menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri.

(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah
pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.c'm
berstatus menetap diluar negeri wajib
melaporkan  kepada  Perwakilan Republilf
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak kedatangannya.

Bagian «

e —
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Bagian Kedua
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Warga Negara Indonesia
Pasal 20

(1) Setiap penduduk yang baru datang dengan
maksud untuk tinggal menetap di Kabupaten
Banyuasin wajib melapor kepada RT/RW, Lurah
setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal kedatangan
dengan membawa surat pindah dari daerah asal.

(2) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten
Banyuasin  dilakukan dengan memperhatikan
klasifikasi Perpindahan Penduduk.

(3) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
a. Dalam satu Desa/Kelurahan;
b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
¢. Antar Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin;

d. Antar  Kabupaten/Kota dalam  Provinsi
Sumatera Selatan;

e. Antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

f. Antar Negara.

(4) Pada saat surat keterangan pindah diserahkan,
maka KTP penduduk yang bersangkutan dicabut
dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang
menerbitkan surat keterangan pindah.

(5) Surat...
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(5) Surat keterangan pindah berlaku selama 30 Bagian f(eﬂga
(tiga puluh) hari kerja dan sebagai pengganti Pendaftaran Pindah Datang
KTP selama belum diterbitkan KTP yang baru. Warga Negara Asing
. Pasal 21
eristiwa kependudukan bagi WNI di . dod k.
(6) Zil:::}:‘a:u?um selqmbzf-lambﬂ*nyﬂ 14 (empat (1) Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Terbatas
belas) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
sejak diterbitkannya surat keterangan pindah. yang pindah dalam wilayah Kabupaten Banyuasin

wajib melaporkan rencana kepindahan kepada
Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat

(7) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud Keterangan Pindah datang,

ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Kepala

besa/Lurch atas nama Kepala Instansi (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
vy | (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah
: tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
(8) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
ayat (3) huruf b ditandatangani oleh Camat atas (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana
nama kepala Instansi Pelaksana. | dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
untuk penerbitan atau perubahan KK, KTP atau
(9) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang |
ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f Asing yang bersangkutan. |

diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Bagian Keempat
Instansi Pelaksana.

Pendaftaran Pindah Datang

(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Bagi Warga Negara Indonesia
dan tata cara memperoleh surat keterangan Pasal 22
pindsh ~ datang  penduduk diatur  dengan .

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar
Peraturan Bupati.

Negeri wajib melaporkan kedatangannya
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak kedatangannya
untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang
dari Luar Negeri.

(2) Surat, .
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(2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar
untuk mengurus KK dan KTP.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar
Negeri
Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas
Menjadi Tinggal Tetap

Bagi Orang Asing
Pasal 23

(1) Orang Asing yang bermaksud bertempat
tinggal dalam wilayah Kabupaten Banyuasin,
wajib mendaftarkan diri pada Instansi
Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Surat
Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi.

(2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang
bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah
Kabupaten Banyuasin harus memenuhi syarat
keimigrasian.

(3) Pendaftaran Orang  Asing  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 24

(1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3)
sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan
telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten
Banyuasin sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.

(2) Suraf ...

.,
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(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal beplqky

Sampai habis masa berlakunya Izin Tj
Terbatas, b

Pasal 25

(1) !’erfduduk orang asing tinggal terbatas, yang
ingin mengubah status menjadi penduduk orang
asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri
pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja sejak
diterbitkannya Izin tinggal tetap dari
Imigrasi.

(2) Surat keterangan perubahan status Izin
tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap
digunakan sebagai syarat dasar penerbitan

Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP).

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri
dan Ganti Nama

Bagi Orang Asing
Pasal 26

(1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar
Negeri wajib mendaftarkan diri pada Instansi
Pelaksana.

(2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar
Negeri (SKPLN).

Pasal 27...
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Pasal 27

(1) Orang asing yang telah merubah statusnya
menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib
melaporkan diri pada Instansi Pelaksana
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan
Ganti Nama dari Pengadilan.

(2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana
dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk
penerbitan atau perubahan KK dan/atau KTP.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam BAB VI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pengelolaan STAK
Pasal 29

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan
Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIA K).

Pasal 30 .-

————
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Pasal 30

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK
dan tersimpan dalam Database
Kependudukan dimanfaatkan untuk
kepentingan perumusan kebijakan di bidang
Pemerintahan dan Pembangunan.

(2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
izin penyelenggara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi
persyaratan.

(2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang
berdinas di Kabupaten Banyuasin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELESAIAN PENERBITAN DOKUMEN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL

Pasal 32...




——————

276

Pasal 32

(1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling
lambat 3 (tiga) hari kerja.

(2) Kartu Keluarga (KK) paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja.

(3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling lambat
14 (empat belas) hari kerja.

(4) Surat Keterangan pindah paling lambat 5
(lima) hari kerja.

(5) Surat keterangan pindah WNA paling lambat
3 (tiga) hari kerja.

(6) Penerbitan  Akta Catatan Sipil  (Akta
Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian

dan Pengakuan Anak) paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja.

BAB IX
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 33

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten
Banyuasin berhak mendapatkan Pelayanan

Akta Catatan Sipil.

(2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. Akta..-
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a. Akta Kelahiran;
b. Akta Perkawinan;
c. Akta Perceraian;
d. Akta Kematian;

e. Akta Pengakuan.

(3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaporan Kelahiran

Pasal 34

(1) Setiap Peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan
o!eh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
ditempat terjadinya peristiwa kelahiran
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sabagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 35...
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Pasal 35

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda
dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran dan memberitahukan
secara tertulis kepada Instansi Pelaksana di
daerah asal agar tidak terjadi penerbitan

Akta Kelahiran ganda.

(2) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak
diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang
tuanya, pencatatan dapat di lakukan setelah
ada laporan dan  bukti Berita Acara

Pemeriksaan dari Kepolisian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara Pencatatan Kelahiran
sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 34 dan
Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran diLuar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 36

Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Instasi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Warga Indonesia yang bersangkutan
kembali ke Kabupaten Banyuasin.

Paragraf 2
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_ Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran diatas Kapal Laut atau

Pesawat Terbang

_ Pasal 37
Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas Kapal
L?u‘r atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan dan
didaftarkan kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara
Indonesia yang bersangkutan kembali ke
Kabupaten Banyuasin. i
Bagian Ketiga
Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas
Waktu

Pasal 38

(1) Penduduk  yang melaporkan  peristiwa
kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam
puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun
sejak tanggal kelchiran, Pencatatan baru
dapat dilaksanckan setelah mendapatkan
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana
setempat.

(2)Penduduk  yang melaporkan  peristiwa
Kelchiran melampaui batas waktu 1 (satu)
tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan
baru dapat dilaksanakan setelah ada
Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

(3)Ketentuan lebih lonjut mengenai tata cara
dan persyaratan  pelaporan  kelahiran
sebagasmona dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ..
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(2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan
dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat
Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan

Pasal 39 yang sudah terdaftar pada Kementerian

(1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan yang bidang . fugasnya secara teknis
oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana membina Organisasi Penghayat Kepercayaan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejok kepada Tuhan yang Maha Esa.
tanggal lahir mati. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati

(2)

(3)

(4)

Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) adalah kelahiran seorang bayi dari

kandungan yang berumur paling sedikit 28
minggu pada saat dilahirkan  tanpa

menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menerbitkan surat Keterangan
Lahir Mati.

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan
dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur
dengan Peraturan Bupati.

4)

)

ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada Register dan menerbitkan Kutipan
Akta Perkawinan masing-masing diberikan
kepada suami istri.

Penduduk yang melaporkan peristiwa
perkawinan melampaui batas waktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan,
pencatatan dapat dilakukan setelah ada
penetapan dari Pengadilan Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan persyaratan Pencatatan Perkawinan di
Wilayah Kabupaten Banyuasin diatur dengan

Bagian Kelima Peraturan Bupati.
Pencatatan Perkawinan Paragraf 1
Pasal 40 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah
(1) Setiap Peristiwa Perkawinan yang sah Pasal 41
berdasarkan ketentuan Peraturan (1) Pencatatan Perkawinan warga Negara

Perundang-undangan wajib dilaporkan dan
dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling
lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
tanggal Perkawinan.

(2) Perkawinan -

Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib
dilaporkan kepada Instansi Pelaksang,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak yang bersangkutan kembali ke

Kabupaten Banyuasin.
(2) Instansi..
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(2) Instansi Pelaksana mencatat dan merekam
data  perkawinan  kedalam database (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
kependudukan. pada ayat (1) Pejabat Pencatatan sipil

mencatat pada Register Akta Perceraian dan

Paragraf 2 :
menerbitkan Kutipan Akta P i
Pencatatan Pembatalan Perkawinan P a Perceraian,
Paragraf 1
Pasal 42

Pencatatan Perceraian di :
(1) Setiap peristiwa Pembatalan Perkawinan Nega:a i Luar Wilayah
wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana,

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Kesatuan Republik Indonesia.

setelah  diterimanya salinan  Putusan Pasal 44

Pengadilan Negeri yang telah  memiliki Perceraian Warga Kabupaten di luar Wilayah

kekuatan Hukum tetap. K_abupa'ren Banyuasin wajib _dilaporkar’ i}
(2) Pencatatan Pembatalan Perkawinan yang didaftarkan kepada Institusi pada Institusi

pelaporannya sebagaimana dimaksud pada : Pe]ﬂkSanq di tempat tinggalnya paling lambat 30

ayat (1) dicatat pada register Akta (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan

Perkawinan dengan memberikan catatan kembali ke Kabupaten Banyuasin.

pinggir, serta menerbitkan surat
keterangan pembatalan perkawinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

dan persyaratan Pencafatan Pembatalan Pasal 45
Perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati. (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib
) waji
Bagian Keenam dilaporkan oleh penduduk kepada Insﬁffjsi

Pencatatan Perceraian Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari
Pasal 43 setelah  putusan  pengadilan  tentang
) B ) pembatalan perceraian mempunyai kekuatan
(1) Perceraian  wajib dilaporkan oleh yang hukum tetap.

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
putusan pengadilan tentang perceraian yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perceraian dan
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(2) Berdasarkan ...

Bagian...
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Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Pasal 46
(1) Setiap Peristiwa Kematian wajib dilaporkan
oleh keluarganya pada Instansi Pelaksana,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat pada register Kutipan
Akta Kematian,

(3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan
seseorang karena hilang atau mati tetapi
tidak diketemukan Jenazahnya, pencatatan
baru dapat dilaksanakan setelah adanya
Penetapan Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang
tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana
melakukan pencatatan Kematian berdasarkan

keterangan dari Kepolisian,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara Pencatatan Kematian
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bupati.

e B
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Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan
Anak dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1
Pengangkatan Anak
Pasal 47
(1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah
mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri
Wajib dilaporkan dan dicatatkan pada
Instansi Pelaksang selambaf-lambafnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
Penetapan Pengadilan Negeri.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksyd
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
membuat Catatan Pinggir pada Register dan
Kutipan Aktq Kelahiran,

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 48

(1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan pada
Instansi Pelaksanqg paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan
Anak dari ayah biologisnya yang disetyjui
oleh by kandung  dari anak  yang
bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
orang  tua  yang agamanya  tidak
membenarkan Pengakuan anak yang lahir
diluar perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan
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(3) Berdasarkan laporan dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada Register dan menerbitkan Kutipan
Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 49

(1) Pencatatan Pengesahan Anak  wajib
dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah
dan Ibu dari anak yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan
Akta Perkawinan;

(2) Kewagjiban  melaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
orang fua yang agamanya tidak
membenarkan Pengesahan Anak yang lahir
diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pejabat Pencatatan  Sipil membuat
catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan
Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan

Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

e B
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Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan.

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 50
(1) Een;atamn Perubahan Nama dilaksanakan
erdasarkan Pene i i
sl tapan Pengadilan Negeri
(2) Pfancafafan Perubahan Nama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan
oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana
yang menerbitkan Akta Kelahiran paling
la'mbcﬁ 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan penetapan Pengadilan
Negeri.
3) Pf:jab'af Pencatatan Sipil membuat catatan
i:i}g'.li:anp.ada register dan Kutipan Akta
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan status
Kewarganegaraan
Pasal 51
(1) Perubahan status Kewarganegaraan dari
WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh
penduduk yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana ditempat peristiwa
perubahan status kewarganegaraan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita

Aca{'-a Pengucapan Sumpah atau Pernyataan
Janji Setia oleh Pejabat.

(2) Sebagaimana...
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(2) Sebagaimana laporan dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat
catatan pinggir pada register dan Kutipan
Akta Kelahiran,

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan
Dari Warga Negara Indonesia menjadi
Warga Negara Asing
Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pasal 52
Pelepasan kewarganegaraan Indonesia wajib
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan
pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
Pasal 53

(1) Pencatatan  Peristiwa Penting lainnya
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas
permintaan penduduk yang bersangkutan
setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri
yang telah memperoleh kekuatan Hukum
tetap.

(2) Pencatatan .+

-
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(2)Pencatatan  Peristiwa Penting  adalah
Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri untuk dicatatkan pada Instansi
Pelaksana antara lain Perubahan Jenis
Kelamin,

(3)Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
pglmg lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan
Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan- persyaratan Pencatatan Peristiwa
Penting lainnya diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kesebelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan
Sipil.
Paragraf 1
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 54

(1) Pejabat Pencatatan Sipil  menerbitkan
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang
terjadi karena kesalahan tulis redaksional
baik diminta oleh penduduk maupun atas
inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil sendiri.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya
dapat dilakukan untuk akta yang mengalami
kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2...



(1)

(2)
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Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 55
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh
Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan Putusan Penetapan
Pengadilan Negeri yang telah mempunyai
kekuatan Hukum tetap.

Pejabat  Pencatatan  Sipil mencatat

pembatalan  Akta  Pencatatan  Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan
cara:

a. Membuat catatan pinggir pada register
Akta Pencatatan Sipil;

b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta
Pencatatan Sipil;

c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
sesuai  dengan  perintah  Putusan
Pengadilan.

Bagian Kedua Belas
Pelaporan Penduduk
yang tidak mampu melaporkan sendiri
Pasal 56

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan

pelaporan sendiri dalam Pencatatan Sipil
dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau
minta bantuan orang lain.

(2) Penduduk...

291

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah penduduk yang tidak mampu
karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik
dan cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah keluarganya atau orang yang di
beri kuasa.

Bagian Ketiga Belas
Pembebasan Biaya Pelayanan
Pasal 57

(1) Pembebasan biaya atas pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil meliputi :

a. Penerbitan Akta Kelahiran;
b. Penerbitan Akta Kematian;

¢. Surat  Keterangan  Pindah  dalam
Desa/Kelurahan;

d. Surat  Keterangan  Pindah  antar
Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan:

e. Surat  keterangan  pindah  antar
Kabupaten/Kota dalam provinsi;

f. Surat Keterangan pindah antar provinsi;
g. Surat pindah Antar Negara.

Pembebasan biaya yang dimaksud ayat (1),
dikecualikan terhadap penggantian Akta
kelahiran  yang  pelaporannya melebihi
tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak
kelahiran.

BAB X ...
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BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
DAN

WARGA NEGARA ASING

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil Bagi Warga Negara
Indonesia

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
Pasal 58

(1) Objek Retribusi adalah pengadaan Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta
Catatan Sipil meliputi Akta Perkawi‘nan Non
Muslim, Akta Perceraian Non Muslim, Akta
Pengakuan Anak, . Akta
Adopsi/pengangkatan anak dan ganti nama
bagi WNA oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang
memperoleh Kartu Tanda Pendudgkf Karﬂf
Keluarga dan Akta Catatan Sipil dari
Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan
Perundang-undangan;

(3) Golongan Retribusi digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

Biaya .-

293

Biaya kefribugi Pelayanan
Pasal 59

(1) Retribusi penggantian biaya cetak K,
KK, KTP bagi WNI yaitu :
a. Penerbitan KK bary
b. Perubahan KK yang hilang atau rusak
Penerbitan KTP bary bagi wajib KTP

Penerbitan KTp yang hilang/rusak
e. Penerbitan KTP bagi w
seperti dalam Pasql 15
(enam) bulan

a o

. Rp.
‘Rp.
‘Rp.
: Rp.
ajib KTP yang terlambat

ayat (4), yang pelaporanny
: Rp,

KTP dan biaya operasionq

6.500 -
6.500 .
8.000,-
8.000.-

pelaporannya
a melebihi 6

15.000 -

f. Penerbitan Perpanjangan KTP bagi wajib KTP Yong lalai dan

terlambat pelaporannya

‘Rp. 15.000-

(2) Retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil bagi WNI

dan WNA yaituy :

a. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNI
Non Muslim

b. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNA

¢. Pembatalan Perkawinan bagi WNA

d. Pembatalan Penceraian

. Penerbitan Akta Perceraian WNI
Penerbitan Akta Perceraian WNA
Penerbitan Akta Pengakuan Anak WNI
Penerbitan Akta Pengakuan Anak WNA
Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNI
J- Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNA
k. Penerbitan Akta Pengesahan Anak WNT

. Penerbitan Akta Pengesahan Anak WNA

T e oo

m. Perubahan ...

: Rp. 75.000 -

: Rp. 300.000,-
: Rp. 350.000 -
: Rp. 75.006,-

: Rp. 100.000,-
: Rp. 200.000,-
:Rp. 50.000,-
‘Rp.1.000.000,-
:Rp. 50.000,-
‘Rp.1.000.000,-
:Rp. 50.000,-
 Rp. 500.000 -
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m. Perubahan Akta WNI :Rp. 75.000,-
n. Perubahan Akta WNA : Rp. 200.000,-
0. Perubahan Nama WNI : Rp. 50.000,-
p. Perubahan Nama WNA : Rp. 250.000,-

(3) Peristiwa pencatatan Sipil yang terjadi
diluar Negeri :

a.Peristiwa Kelahiran :Rp. 75.000,-
b.Peristiwa Perkawinan :Rp. 75.000,-
c.Peristiwa Perceraian . Rp. 100.000,-

(4) Jika terdapat kekeliruan pemberian data
oleh objek (masyarakat) maka biaya
dibebankan kepada masyarakat itu sendiri.

(5) Jika terdapat kekeliruan pemberian data
oleh operator maka biaya dibebankan
pada dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan
Pendaftaran
Penduduk Bagi Orang Asing
Pasal 60
(1) Setiap Orang Asing. dalam wilayah
Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan
pelayanan di bidang Pendaftaran Penduduk

dikenakan retribusi.

(2) Pendaftaran...

L___———
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2) P

( )Y::daffqr'fm Penduduk bagi Orang Asing
- cgj dikenakan  retribusi  adalah
me" _“Zfdgan Penduduk Orang Asing yang

enjadi dasar penerbitan at

KK dan KTP. o atau perubahan

a. Pindqh ~Datang  Orang Asing yang
m.emlllkl Izin Tinggal Terbatas dan Izin
Tinggal Tetap;

b. Pindah Datang dari luar Negeri bagi
Orang Asing;

c. Perubahan status Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

d. Penduduk orang asing yang melakukan
perubahan KK:

e. Penduduk orang asing yang
memperpanjang KTP.

(3) Retribusi untuk Pelaporan Pendaftaran
Pindah Datang Penduduk Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan
Izin Tinggal Tetap dan perubahan status
adalah sebesar RP. 25.000,- (dua puluh
lima ribu rupiah).

(4) Retribusi untuk Kartu Keluarga Orang
Asing adalah sebesar Rp.
35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

(5) Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk
Orang Asing adalah sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

(6) Retribusi...
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(6) Retribusi untuk surat keterangan tempat
tinggal (SKTT) bagi orang asing yang
memiliki izin tinggal terbatas adalah
sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu
rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi
Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan  Sipil bagi
Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 61

(1) Bupati Banyuasin  dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan kemampuan wajib
Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII..

e s e i e = e

(1

(2)

(3)

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah, sebagaimana

dimaksud dalam kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti  keterangan  atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan  sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

c. meminta.,.
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¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
orang pribadi atau Badan sehubungan kelancaran penyidikan tindak pidana di
dengan tindak pidana di bidang Retribusi bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Daerah; ketentuan  peraturan  perundang-
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen undangan.
lain berkenaan dengan tindak pidana di (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
bidang Retribusi Daerah: (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
e. melakukan penggeledahan untuk dan  menyampaikan hasil penyidikannya
mendapatkan bahan bukti pembukuan, kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pencatatan dan dokumen lain, serta Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
melakukan penyitaan terhadap bahan Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
bukti tersebut; Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam BAB XIII

rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak SANKSI ADMINISTRATIF DAN

pidana di bidang Retribusi Daerah; KET o i
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang

seseorang meninggalkan ruangan atau Bagian Kesatu
tempat pada saat pemeriksaan sedang Sanksi Administratif
berlangsung dan memeriksa identitas

Untuk Warga Negara Indonesia
orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa; Pasal 63
h. memotret seseorang yang berkaitan (1) i?"_lp. P.enduduk dikenai 5“"‘?5‘
dengan tindak pidana Retribusi Daerah; ministrasi  berupa  denda  apabila
melampaui batas wakty Pelaporan Peristiwa
K kan.
i. memanggil orang untuk  didengar ependudukan
keterangannya dan diperiksa sebagai (2) Denda Administratif Pelanggaran terhadap
tersangka atau saksi; ketentuan keterlambatan Pelaporan
Jj. menghentikan penyidikan; dan/atau Peristiwa Pendaftaran Penduduk Warga

Negara Indonesia paling banyak /
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) meliputi

k. melakukan ..
a. Penduduk..,

_‘ [
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a. Penduduk yang melakukan perubahan
susunan  Keluarga dalam KK wajib
dilaporkan ke Instansi  Pelaksana
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya perubahan dikenai
sanksi denda Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupich);

b. Penduduk yang melaporkan peristiwa
Kelahiran melampaui batas waktu 60
(enam puluh ) hari sampai dengan 1 (satu)
tahun sejak tanggal kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1), dikenai sanksi denda  Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah):

c. Penduduk yang melaporkan peristiwa
kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu)
tahun sejak tanggal kelahiran,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) dikenai sanksi  denda
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

d. Penduduk yang melaporkan peristiwa
lahir mati melampaui batas waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) dikenai sanksi denda Rp. 10.000
(sepuluh ribu rupiah):

e. Penduduk .-

a
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e. Penduduk yang melaporkan Peristiwq
Perkawinan melampaui batas waktu 60

(enam puluh)  hari

sejak  tanggal

perkawinan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (1)

. dikenai sanksi

denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

rupiah);

f. Penfiuc‘:luk WNI  yang melaporkan
peristiwa perkawinan yang terjadi diluar

Negeri melampaui batas
puluh) hari sebagaimana
dalam Pasal 41 ayat (1)

waktu 30 (tiga
Yang dimaksud
dikenai sanksi

denda  Rp.50.000,- (lima puluh riby

rupiah);

9. Penduduk yang melaporkan peristiwa

pembatalan  perkawinan
mempunyai  kekuatan

yang telah.
Hukum  tetap

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

melampaui batas wakty

90 (sembilan

puluh hari) sejak tanggal diterimanya
Salinan  Putusan Pengadilan  Negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) dikenai sanksi dendq Rp.
50.000,- (lima puluh riby rupiah);

h. Penduc'iuk yang melaporkan peristiwa
kematian, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) melampaui batas wakty,

dikenai sanksi denda
(sepuluh ribu rupiah);

Rp. 10.000,-

i. Penduduk,..
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i. Penduduk yang melaporkan peristiwa
Pengangkatan Anak melampaui batas
waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai
sanksi denda Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah);

J- Penduduk yang melaporkan Peristiwa
Pengakuan Anak melampaui batas waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) dikenai sanksi denda  Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

k. Penduduk yang melaporkan Peristiwa
Pengesahan Anak melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) dikenai sanksi denda minimal Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

l. Penduduk yang melaporkan Peristiwa
Perubahan Nama melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) dikenai sanksi denda  Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

m.Penduduk yang melaporkan Peristiwa
Perubahan Status Kewarganegaraan dari
WNA menjadi WNI apabila melampaui
batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) dikenai sanksi denda Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

n. Penduduk ...

a

n. Penduduk yang melaporkan  Peristiwq
Perubahan Status Kewarganegaraan dari
WNI menjadi WNA apabila melampaui
batas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (3), dikenai sanksi denda Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

0. Penduduk yang melaporkan Peristiwq
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil apabila
melampaui batas, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi
denda Rp. 75.000 - (tujuh puluh lima riby
rupiah);

p. Pe,nd'uduk Yang melaporkan Peristiwa
Penting lainnya apabila melampaui batas,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (3) dikenai sanksi denda  Rp.
75.000.- (tujuh puluh lima riby rupiah).

Sanksi Administratif
Untuk Orang Asing
Pasal 64

Denda Administratif Pelanggaran terhadap

ketentuan keterlambatan Pelaporan Peristiwa

Per.udaffaran Penduduk Warga Negara Asing

paling banyak Rp.  2.000.000 - (dua juta

rupiah) meliputi :

a Pirfdah datang Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal
Tetap;

b. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang
Asing;

c. Perubahan ..
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c. Perubahan status Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap;

d. Pindah ke luar Negeri bagi Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau

yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

e. Perubahan status kewarganegaraan di
wilayah  Negara  Kesatuan  Republik

Indonesia.

Pasal 65

(1) Setiap penduduk yang berpergian tidak
membawa KTP atau identitas lainnya
dikenakan denda Administratif paling
banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang menmiliki Izin
Tinggal Terbatas yang berpergian tidak
membawa Surat Keterangan Tempat
Tinggal dikenai denda Administratif paling
banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda
administratif akan diatur dengan Peraturan

Bupati.

(4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65,
merupakan penerimaan Negara.

Sanksi ...

#

Sanksi Pidana
Pasal 66

(1) Setiap penduduk yang dengan sengaja
memalsukan Dokumen Kependudukan kepada
Instansi  Pelaksana  dikenakan pidana -
penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau  denda paling  banyak Rp.
50.000.000, - (lima puluh Juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa hak dengan
sengaja mengubah, menambah dan
mengurangi  isi  elemen pada Data
Dokumen Kependudukan di pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah).

(3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses
database kependudukan dipidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah).

(4) Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa
hak mencetak, menerbitkan dan/atau
mendistribusikan Blanko Dokumen
Kependudukan dipidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar
rupiah).

(5) Setiap...
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(5) Setiap penduduk yang dengan sengaja
mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga " BAB xv
atau sebagai kepala keluarga lebih dari 1 ETENTUAN PENUTUP

(satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Pasal 68

paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh Pada saat Perturan Daerah ini mulai berlaku,
lima juta rupich), Peraturan  Daerah Kabupaten  Banyuasin
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun
2Q06 tentang Retribusi Penggantian biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk, Karty Keluarga
dan Akta Catatan Sipil dengan menggunakan

(6) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada
penyelenggara dan Instansi Pelaksana
membantu dan melakukan tindak pidana
pemalsuan  Dokumen  Pejabat  yang

(7)

1)

(2)

bersangkutan akan dipidana yang sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda akan
diatur dengan Peraturan Bupati.

Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008
Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 69
BAB X1V 5 ' % '
KETENTUAN PERALTHAN emfumr‘z Daerah ini mulai berlaku pada
Pasal 67 tanggal diundangkan.
asa

Ketentuan mengenai Pencatatan Akta
Catatan Sipil diberlakukan mulai tanggal 1
Januari 2011.

KTP  yang telah diberikan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap
berlaku sampai dengan berakhir masa
berlakunya.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan ...
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AR
7, D~ bltetapkan di Pangkalan Balai

L “Pa \'ﬁhggal 8 Februari 2011
L~ . _BUPATI BANYUASIN,

s Joa
»” /

" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 22
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